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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam 

bab II diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) 

yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran 

dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya, KALTENG sudah 

dilakukan sesuai dengan arahan langsung dari Kapolri melalui Operasi PETI 

Telabang, meskipun masih belum secara optimal. Sudah dilakukan 

beberapa upaya preventif dan secara represif oleh aparat penegak hukum. 

Upaya preventif yaitu sebelum dilakukannya operasi penindakan penegakan 

hukum aparat penegak hukum sudah melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat maupun pelaku untuk tidak melakukan kegiatan PETI terutama 

menggunakan merkuri. Kemudian dalam upaya represif pihak aparat 

penegak hukum melakukan penegakan hukum berupa penindakan dan 

penangkapan kepada para pelaku PETI. 

2. Penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Murung Raya masih belum 

optimal dikarenakan oleh beberapa kendala, seperti tidak adanya 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Murung Raya terhadap kegiatan PETI, menghindari adanya konflik sosial 

serta kericuhan antara masyarakat dan penegak hukum, serta jarak tempuh 

ke lokasi PETI yang sangat jauh serta melewati sungai. 
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3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya tidak melakukan 

penegakan hukum secara administratif ataupun perdata, penegakan hukum 

yang dilakukan hanya berupa penegakan hukum secara pidana. 

B. Saran 

Berdasarkan pada simpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup agar 

dalam tufoksinya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pertambangan 

Emas Tanpa Izin sehingga ada pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan akibat PETI. Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Polres 

Murung Raya hendaknya memberikan sosialisasi dan himbauan kepada 

masyarakat tentang bahaya dan dampak lingkungan akibat PETI yang dapat 

mencemari dan merusak lingkungan, serta kegiatan PETI yang dilarang oleh 

hukum. 

2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah dan 

Pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu melakukan pembinaan serta 

sosialisasi berkala kepada para pelaku PETI agar mendorong para pelaku 

untuk dapat mengurus izin pertambangan rakyat baik perorangan, koperasi, 

ataupun secara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 

3. Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Polres Murung Raya agar lebih 

tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku PETI, tetapi 

dengan cara yang persuasif agar menghindari konflik sosial dan kericuhan 

antara masyarakat dan pihak kepolisian. 
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